
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 58 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 136 TAHUN 2016  

TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA 

PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR  

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang :   bahwa berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Presiden Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang 

mengubah alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, 

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 136 Tahun 

2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur Tahun Anggaran 2017;  

 

Mengingat:    1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950  tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 

2  Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara 

Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 

3. Undang-Undang 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20115 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 136 tahun 

2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan 

Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2017; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:    PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 136 TAHUN 

2016 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL 

TEMBAKAU KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN 

KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 

2017. 

Pasal I 
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Pasal I  

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 136 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan 

Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 136 

Seri E), diubah sebagai berikut :  

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi : 

 

Pasal 3 

 

Bagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur mendapatkan bagian sebesar                                 

Rp 1.530.118.419.000,00 (satu triliun lima ratus tiga 

puluh miliar seratus delapan belas juta empat ratus 

sembilan belas ribu rupiah) dan telah dianggarkan dalam 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2017. 

 

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal   20 September 2017                 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  20 September 20175 Mei  

an. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 58 SERI E. 

 



No

1

1 PROVINSI JAWA TIMUR Rp 466.476.522        Rp (7.440.996)           Rp 459.035.526           

2 KAB. BANGKALAN Rp 13.730.770          Rp (219.026)              Rp 13.511.744             

3 KAB. BANYUWANGI Rp 15.662.046          Rp (249.833)              Rp 15.412.213             

4 KAB. BLITAR Rp 17.237.992          Rp (274.972)              Rp 16.963.020             

5 KAB. BOJONEGORO Rp 35.074.310          Rp (559.488)              Rp 34.514.822             

6 KAB. BONDOWOSO Rp 26.940.391          Rp (429.739)              Rp 26.510.652             

7 KAB. GRESIK Rp 13.693.953          Rp (218.439)              Rp 13.475.514             

8 KAB. JEMBER Rp 64.041.504          Rp (1.021.558)           Rp 63.019.946             

9 KAB. JOMBANG Rp 30.087.636          Rp (479.943)              Rp 29.607.693             

10 KAB. KEDIRI Rp 35.055.302          Rp (559.184)              Rp 34.496.118             

11 KAB. LAMONGAN Rp 33.559.381          Rp (535.322)              Rp 33.024.059             

12 KAB. LUMAJANG Rp 19.034.544          Rp (303.629)              Rp 18.730.915             

13 KAB. MADIUN Rp 14.169.545          Rp (226.025)              Rp 13.943.520             

14 KAB. MAGETAN Rp 14.350.084          Rp (228.905)              Rp 14.121.179             

15 KAB. MALANG Rp 69.147.682          Rp (1.103.009)           Rp 68.044.673             

16 KAB. MOJOKERTO Rp 14.294.921          Rp (228.025)              Rp 14.066.896             

17 KAB. NGANJUK Rp 18.569.607          Rp (296.213)              Rp 18.273.394             

18 KAB. NGAWI Rp 19.665.607          Rp (313.696)              Rp 19.351.911             

19 KAB. PACITAN Rp 13.904.473          Rp (221.797)              Rp 13.682.676             

20 KAB. PAMEKASAN Rp 43.013.657          Rp (686.132)              Rp 42.327.525             

21 KAB. PASURUAN Rp 180.222.173        Rp (2.874.812)           Rp 177.347.361           

22 KAB. PONOROGO Rp 15.364.169          Rp (245.081)              Rp 15.119.088             

23 KAB. PROBOLINGGO Rp 48.823.668          Rp (778.810)              Rp 48.044.858             

24 KAB. SAMPANG Rp 18.259.629          Rp (291.268)              Rp 17.968.361             

25 KAB. SIDOARJO Rp 13.711.136          Rp (218.713)              Rp 13.492.423             

26 KAB. SITUBONDO Rp 26.587.222          Rp (424.106)              Rp 26.163.116             

27 KAB. SUMENEP Rp 32.878.518          Rp (524.461)              Rp 32.354.057             

28 KAB. TRENGGALEK Rp 13.818.903          Rp (220.432)              Rp 13.598.471             

29 KAB. TUBAN Rp 18.130.094          Rp (289.202)              Rp 17.840.892             

30 KAB. TULUNGAGUNG Rp 18.219.888          Rp (290.634)              Rp 17.929.254             

31 KOTA BATU Rp 12.830.211          Rp (204.661)              Rp 12.625.550             

32 KOTA BLITAR Rp 14.297.346          Rp (228.064)              Rp 14.069.282             

33 KOTA KEDIRI Rp 58.710.930          Rp (936.527)              Rp 57.774.403             

34 KOTA MADIUN Rp 13.507.650          Rp (215.467)              Rp 13.292.183             

35 KOTA MALANG Rp 27.422.013          Rp (437.422)              Rp 26.984.591             

36 KOTA MOJOKERTO Rp 14.137.029          Rp (225.507)              Rp 13.911.522             

37 KOTA PASURUAN Rp 13.531.289          Rp (215.844)              Rp 13.315.445             

38 KOTA PROBOLINGGO Rp 13.599.340          Rp (216.933)              Rp 13.382.407             

39 KOTA SURABAYA Rp 23.160.605          Rp (369.446)              Rp 22.791.159             

JUMLAH Rp 1.554.921.740     Rp (24.803.321)         Rp 1.530.118.419        

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PERUBAHAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

Pengurangan Alokasi 

DBHCHT Tahun 2017                          

(dalam ribuan)

4

Perubahan Alokasi 

DBHCHT Tahun 2017 

(dalam ribuan)

52 3

Kabupaten/Kota

Alokasi DBHCHT 

Tahun 2017                           

(dalam ribuan)

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

                  NOMOR :  58 TAHUN 2017   

 TANGGAL  :  20 SEPTEMBER 2017 


